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PENDIDIKAN

TUGAS/JABATAN

SD - SMA di Magelang
S1 di UGM Yogyakarta
52 di UGM Yogyakarta

1999-2002 di Kejari Yogyakarta

2002-2014 di Kejari Mungkid
Kasubsi Penyidikan Pidsus
Kasubsi Pratut Pidum
Kasi DATUN

2014-2016 Jaksa di KPK

2017-2019 Koordinator Kejati DIY

2020-2021 Kepala Kejaksaan
Negeri Padang Lawas, Sumut

1 Maret 2021-sekarang Kepala
Kejaksaan Negeri Kulon Progo

KRISTANTI'YUNI
PURNAWANTI,$H,MH

10.

1.

12.

PENANGANAN

PERKARA

Tut Pembunuhan An.Brigadir Kusdarmato thd
karyanan PT Kejar dan Anggota Brimob.

Dik, Tut perkara M. Riza Kurniawan (DPRD
Jateng)-Bansos

Tut perkara Andi Alifion Mallarongeng-
proyek Hambalang

Dik, Tut perkara Suryadharma Ali-Dana Haiji
dan Operasional Menteri

Tut perkara Tripeni, dkk Hakim PTUN Medan
terkait suap dari O.C. Kaligis, drk

Tut perkara Tafsir Nurchamid Wakil Rektor Ul
Pengadaan IT Perpustakaan

Tuy perkara Innospec - Suroso Direktur
Pertamina

Dik, Tut perkara SUDI WANTOKO, dkk
terkait Suap PT Brantas di Kejati DKI

Tut perkara Jamaludien Malik-anggaran
Kemenakertran

Tut perkara suap Terdakwa Damayanti, Budi
Supriyanto, Andi Toufan Tiro, Abdul Khoir,
proyek BPJN IX Maluku

Dik perkara Pelindo dan e-KTP, dli

Bantuan Hukum Perkara Perdata dan TUN
mewakili BUMN, BUMD Pemda Kab/Kota
dan Pemprof (Non Litigasi-Litigasi-PK-MK)
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besarnya komponen dalam negerti
pada barang, gabungan barang, jasa,
gabungan jasa serta
gabungan barang dan jasa
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nilai pengharagan
yang diberikan kepada
perusahaan industri
yang berinvestasi
dan berproduksi di Indonesia



Ajakan Presiden Jokowi: Cinta Produk Dalam
Negeri, Benci Produk Asing
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> UU No. 3 Tahun 2014

> PP No. 29 Tahun 2018

> PP No.28 Tahun 2020
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U Nemer B Ualhtm 22004
tentanglPerindustrian

Untuk pemberdoyaan industri
dalam negeri, Pemerintah
meningkatkan penggunaan
produk dalam negeri
(Pasal 85)




I'cmll sem wafib digumakan elels

lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, dan satuan kerja perangkat daerah
dalam  pengadaan  barang/jasa apabila sumber
pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan
belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja
daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam
negeri atau luar negeri; dan

b. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
dan badan usaha swasta dalam pengadaan
barang/jasa yang  pembilayaannya  berasal dan
anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran
pendapatan dan belanja daerah dan/atau pekerjaan-
nya dilakukan melalulr pola kerja sama antara
Pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau
mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.



Pejabat pengadaan barang/jasa yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenair sanksi
administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. denda administratif; dan/atau

c. pemberhentian dari jabatan pengadaan barang/jasa.

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
dikecualikan dalam hal produk dalam neger1 belum
tersedia atau belum mencukupi.



(1)

Pasal 87

Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan sesuai
besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa
yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam
negeri.

Ketentuan dan tata cara penghitungan tingkat komponen
dalam negeri merujuk pada ketentuan yang ditetapkan
oleh Menter.

Tingkat komponen dalam mnegeri mengacu pada daftar
inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang
diterbitkan oleh Menteri.

Menteri dapat menetapkan batas minimum nilai tingkat
komponen dalam negeri pada Industri tertentu.



Pasal 88

Dalam rangka penggunaan produk dalam neger1 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86, Pemerintah dapat memberikan
fasilitas paling sedikit berupa:

a. preferenst harga dan kemudahan administrasi dalam
pengadaan barang/jasa; dan

b. sertifikasi tingkat komponen dalam neger.



UU Nemer 11 Talhun 2020
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(1)

(2)

Pasal 19

PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK
barang/jasa menggunakan:

a. produk dalam negeri;
b. produk bersertifikat SNI;
C. produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari

hasil produksi dalam negeri; dan
d. produk ramah lingkungan hidup.

Dalam penyusunan spesifikasi teknis/ KAK
dimungkinkan penyebutan merek terhadap:

a. komponen barang/jasa;

b. suku cadang;

C. bagian dari satu sistem yang sudah ada; atau

d. barang/jasa dalam katalog elektronik atau Toko

Daring.



(1)
(2)

(3)

Pasal 65

Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib
menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari
hasil produksi dalam negeri.

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh
persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.



(1)

(2)

(3)

Pasal 66

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah  wajib
menggunakan produk dalam negeri, termasuk
rancang bangun dan perekayasaan nasional.

Kewajiban penggunaan produk dalam negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki
penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN) ditambah nilai Bobot Maniaat Perusahaan
(BMP) paling sedikit 40% (ernpat puluh persenj).

Nilai TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mengacu pada daftar inventarisasi
barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan
oleh kementeirian vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian.



(3a) Kewajiban penggunaan produk dalam neger:

(4)

(9)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada
tahap Perencanaan Pengadaan, Persiapan
Pengadaan, atau Pemilthan Penyedia.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a)
dicantumkan dalam RUP, spesifikasi tsknis/KAK,
dan Dokumen Pemilihan.

Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal:

a. barang tersebut belum dapat diprcduks: di
dalam negeri; atau

b. volume produksi dalam negeri tidak mampu
memenuhi kebutuhan.



(1)

(2)

(3)

Pasal 67

Preferensi harga merupakan insentif bagi produk
dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa
kelebihan harga yang danat diterima.

Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan
Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas
Rp1.000.000.000,00 {satu miliar rupiah).

Preferensi harga diberikan pada pengadaan Barang
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN
paling rendah 25% (dua puluh lima persen);

b. diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima
persenj;
C. diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran

yvyang telah memenuhi persyaratan administrasi
dan teknis; -



penetapan pemenang berdasarkan urutan harga
terendah Hasil Evaluasi Aknir (HEA);

HEA d:hitung dengan rumus HEA = (1 — KP) x HP
dengan:

KP = TKDN x preferensi tertinggi
KP merupakan Koefisien Preferensi

HP merupakan Harga Penawaran setelah koreksi
aritmatik; dan

dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran
dengan HEA terendah yang sama, penawar
dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai
pemenang.



(1)

Pasal 72

Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik
nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog
elektronik lokal.

Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi
teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI,
produk ramah lingkungan hidup, negara asal, harga,
Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.

Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau
LKPP.



Pelem 12 Tahun 2021
BertiapaniPengadaan

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi
Nonkonstruksi dilakukan oleh PPK meliputi:
Reviu dan penetapan spesifikasi teknis/KAK;

a.
b. Penyusunan dan penetapan HPS;

0O

Penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak;

A

Penetapan spesifikasi teknis/KAK; dan
e. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan,
jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian

harga.



Prosek:

PPK melakukan reviu spesifikasi teknis /KAK yang telah disusun pada
tahap perencanaan Pengadaan Barang/Jasa. Reviu dilakukan
berdasarkan data/informasi pasar terkini untuk mengetahui
ketersediaan barang/jasa, harga, pelaku usaha dan alternatif
barang/jasa sejenis. Dalam melakukan reviu ketersediaan barang/jasa
perlu memperhatikan:

a. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mengacu pada daftar

inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri;

b. memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);



c. produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi
dalam negeri; dan

d. produk ramah lingkungan hidup.

Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar maka

PPK mengusulkan alternatif spesifikasi teknis /KAK untuk mendapatkan

persetujuan PA/KPA.

PPK dapat menetapkan tim ahli atau tenaga ahli yang bertugas

membantu PPK dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK.



Pokja Pemilihan melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan yang

meliputi:

a. Spesifikasi Teknis/KAK dan gambar (jika diperlukan)
Reviu spesifikasi teknis/KAK untuk memastikan bahwa spesifikasi
teknis/KAK telah menggunakan barang/jasa yang memiliki Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN} yang mengacu pada daftar
inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri, memenuhi

Standar Nasional Indonesia (SNI), produk usaha mikro dan kecil



serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri, dan produk ramah

ingkungan hidup, sehingga peserta pemilihan dapat memahami

spesifikasi teknis/KAK dan merespon untuk menyusun penawaran
dengan baik. Spesifikasi teknis/KAK harus didefinisikan dengan
jelas dan tidak mengarah kepada produk atau merek tertentu
kecuali dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.



Dalam hal terdapat produk yang memiliki TKDN+BMP paling
rendah 40% (empat puluh persen) maka produk dari luar
neger1 digugurkan. Hal ini dapat dilakukan dalam hal hanya

terdapat 1 (satu) jents barang dalam 1 (satu) paket.



4) Evaluasi Harga Pengadaan Barang
a) Untuk pengadaan dengan nilai paling sedikit di atas
Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) diperhitungkan
preferensi untuk produk yang memiliki TKDN paling sedikit
25% (dua puluh lima persen).
HEA. = (1 —TKDN X Preferensi) X Harga,
dimana:

HEA; ‘Hasil Evaluasi Akhir Penawaran PT. 1



6. Pendayagunaan
Produksi Dalam Negeri

b.1

6.2

Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran
yang mengutamakan material/bahan produks: dalam
Negert,

Dalam hal terdapat produk yang memiltki TKDN ditambah
Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40%
(empat puluh persen) maka Peserta yang menawarkan
produk dart luar negert (impor) diqugurkan, Hal in1 dapat
dilakukan dalam hal hanya terdapat 1 (satu) jens barang
dalam 1 (satu) paket.



W

Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang yang terdiri atas

bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau

komponen vyang berasal dar1 luar negeri1 (mpor),

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Komponen berupa bahan dan/atau peralatan belum
diproduksi di1 dalam neger1 dan/atau spesitikasi teknis
bahan vang diproduksi belum memenuhi persyaratan;

b. Pemilahan/pembagian bagian atau komponen vang

telah dapat diproduks: di dalam negeri dan bagian

atau komponen yang berasal dari luar neger1 (impor);

Pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan

lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negerti,

d. Semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan
vang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi,
angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemelitharaan;

dan

@



Daftar barang yang berasal dari luar negeri impor)
wajib dilengkapt dengan spesifikasi teknis, jumlah
dan harga vyang dilampirkan pada Dokumen
Penawaran.

6.4 Pengadaan barang yang berasal dar1 luar neger: (impor),
dimungkinkan dalam hal:

o

da.

b.

Atas

Barang tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di
dalam neger1; atau

Volume produks:t dalam negeri1 tidak mampu
memenuhi kebutuhan.

penggunaan produk dalam negeri, penawaran

peserta diberikan preferensi harga sebagaimana ketentuan
berlaku dengan nilai preferensi sebagaimana tercantum
dalam LDP.



6.6

6.8

Penawaran vang menyampaikan barang/jasa yang
memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima
persen)  diberikan  preferensi untuk  Pengadaan
Barang/Jasa vyang bernilai paling sedikit di  atas
Rp1.000.000.000.,00 (satu miliar rupiah).

Barang impor harus dilengkapi dengan dokumen barang

vang meliputi:

a. Supporting Letter/ Letter of Infent/Letter  of
Agreement dart pabrikan/prinsipal di negara asal;

b. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origirn);, dan

c. Sertifikat Produksi.

Persyaratan Supporfing Leffer/ Letter of Infent/Letfer of
Agreement dar1t pabrikan/prinsipal di negara asal,
Persyaratan Surat Keterangan Asal (Cerfificate of Origin)
dan/atau  Sertifikat Produks:i dicantumkan dalam
Dokumen Pemilihan.



6.9 Supporting Letter/ Letter of Intent/Letter of Agreement
dart pabrikan/prinsipal di negara asal disampaikan
sebagal lampiran dar1 dokumen penawaran.

6.10 Surat Keterangan Asal (Cerfiticate of Origin) dan Sertifikat
Produkst diserahkan bersamaan dengan penyerahan
barang oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak.



Epmenlerian
Pecindustrian

Sertifvlat gratis diberikan
kepads produk dengan nala
TKDN minimal 25%

Graus untuk 9000
sertificat produk

Sty e tif et yvang difssulitas

Satu perusahasn
bria ditasilizaw hingga
delapan serufikat produk

dapat memuat prociuk dengan
jeruit bakhan bak tan prises prod
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PERMASALAHAN

D

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3
UU Pemberantasan Tipikor

Melawan Hukum,
Menyalahgunabkhan Kewenangan,
Merugikan negara,

Merugihkan perechonomian negara



SEKIAN
DAN TERIMA KRASIH



